
 
 
 
 
 
 

BUPATI PURBALINGGA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 
 

NOMOR  31  TAHUN 2024 
 

TENTANG 
 

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DAERAH DAN JARINGAN INFORMASI 
KEARSIPAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  PURBALINGGA, 
 

Menimbang     : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5) dan 
Pasal 43 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga 
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi 
Kearsipan Daerah Dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah; 

 

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan  
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42); 

   2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

   3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

  4.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5071); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

   6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5286); 

  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 
2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 13); 

SALINAN 



  8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 
22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem 
Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi 
Kearsipan Nasional; 

       
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG SISTEM INFORMASI 

KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI 
KEARSIPAN NASIONAL. 

 
BAB I 

 KETENTUAN UMUM  
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Purbalingga. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan  pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah 
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang mempunyai tugas dan 
fungsi serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan kabupaten di bidang kearsipan dan perpustakaan. 

7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai  bentuk dan 
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

8. Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah suatu 
sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai 
komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku 
serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaran 
kearsipan daerah. 

9. Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah 
sistem informasi arsip daerah yang dikelola oleh LKD yang menggunakan 
sarana jaringan informasi kearsipan daerah. 

10. Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD 
adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip di daerah yang 
dikelola oleh LKD. 

11. Sistem informasi kearsipan nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah 
sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang 
menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional. 

12. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan 
pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 

13.  Pengguna adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 



BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 
(1) SKD dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah 

dalam menyelenggarakan kearsipan di Daerah. 
 

(2) SKD bertujuan untuk: 
a. menyelenggarakan kearsipan yang komprehensif dan terpadu; 
b. mendukung pengelolaan arsip dinamis dan statis dalam rangka 

memberikan informasi yang autentik dan utuh; 
c. penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis 

dan arsip statis; 
d. pemuatan informasi kearsipan dalam JIKD; 
e. penyampaian daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis ke pusat 

jaringan nasional; 
f. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui Jaringan 

Informasi Kearsipan Nasional; dan 
g. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan JIKD. 

 
 

 
BAB III 

SISTEM KEARSIPAN DAERAH 
 

Pasal 3 
 

(1) Untuk mewujudkan tujuan SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2), perlu dibangun SIKD dan JIKD. 

(2) SIKD dan JIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun untuk 
pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. 

 

Pasal 4 
 

SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari: 
a. Aplikasi SRIKANDI; dan 
b. Simpul jaringan aplikasi SIKN. 
 

 
Pasal 5 

 

JIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan sistem jaringan 
informasi dan sarana pelayanan untuk arsip dinamis dan  arsip statis. 
 

 
 

BAB IV 
SIMPUL JARINGAN APLIKASI SIKN 

 

Bagian Kesatu Umum 
 

Pasal 6 
 

(1) Simpul jaringan SIKN merupakan aplikasi berbasis website. 
 

(2) Pengembangan simpul jaringan SIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. meningkatkan ketersediaan jumlah informasi arsip dinamis  yang dapat 

diakses oleh masyarakat yang telah diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

 



b. meningkatkan ketersediaan jumlah informasi arsip statis yang dapat 
diakses oleh masyarakat; 

c. mengembangkan sumber daya pendukung simpul jaringan SIKN. 
 
 

Pasal 7 
 

LKD selaku pengguna simpul jaringan SIKN melakukan koordinasi pembinaan 
simpul jaringan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah. 
 

 

Bagian 
Kedua Sarana 

 
Pasal 8 

 
Sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan simpul jaringan  SIKN adalah: 
a. Komputer; 
b. Scanner (alat pemindai); 
c. Jaringan internet. 

 
Bagian Ketiga 

Sumber Daya Manusia 
 

Pasal 9 
 

Sumber daya manusia yang menyelenggarakan simpul jaringan SIKN adalah: 
a. Administrator sistem di simpul jaringan; 
b. Pelaksana pengumpulan data kearsipan di simpul jaringan; 
c. Pelaksana validasi data kearsipan di simpul jaringan; dan 
d. Pejabat berwenang yang menetapkan kategori hak akses. 
 

 
BAB V 

JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN DAERAH 
 

Pasal 10 
 

Pembentukan JIKD dilakukan pada: 
a. Pusat jaringan yang diselenggarakan oleh ANRI; dan 
b. Simpul jaringan SIKN yang diselenggarakan oleh LKD. 
 

 
 

BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN 

 

Pasal 11 
 

(1) LKD bertanggung jawab atas pembinaan dan pengendalian Sistem 
Kearsipan Daerah. 

 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: 
a. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi; dan 
b. pendidikan dan pelatihan. 
 

(3) Pengendalian Sistem Kearsipan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan 
pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh LKD. 

 
 
 
 
 



 
BAB VII 

PELAPORAN 
 

Pasal 12 
 

Kepala LKD melaporkan hasil pembinaan dan pengendalian Sistem Kearsipan 
Daerah secara berkala 1( satu) tahun sekali kepada Bupati. 
  

 
BAB VIII 

PENDANAAN 
 

Pasal 13 
 

Pendanaan pengembangan dan implementasi Sistem Kearsipan Daerah 
dibebankan pada: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
 ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

 
BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 14 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 
 
 

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 2 Januari 2024     
 
  BUPATI PURBALINGGA, 
 
                  Ttd 
 
DYAH HAYUNING PRATIWI 
 

 
Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 2 Januari 2024  
 
  SEKRETARIS DEARAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 
 
                 Ttd 
 
        HERNI SULASTI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  TAHUN  2024  NOMOR 31 
 
   Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

SOLIKHUN, S.H.,M.H. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19730310 199903 1 007 
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